










Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum menjamin perlindungan 
hukum bagi kurator. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang kepailitan 
terdapat inkonsistensi antara beberapa pasal diantaranya Pasal 9 dan Pasal 16, 
akibatnya dapat mempengaruhi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan 
dan pemberesan harta pailit debitor. Pasal lain yang dapat menghambat kinerja 
kurator melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat pada 
Pasal 83 dan 127. Kemudian, Pasal 65 yang menyatakan bahwa  hakim 
pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar lebih 
dioptimalisasikan guna melindungi kurator dari tindakan-tindakan debitor, 
kreditor maupun pihak kepolisian. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat disampaikan yaitu: 
Pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah selayaknya direvisi atau 






tanggung jawab kurator, hak imunitas, dan pembentukan dewan kode etik 
bersama. Maka dengan ini tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam 
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